ABSTRAK

Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan
Non Performing Loan (NPL) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada
Bank Rakyat Indonesia, Thk Cabang Situbondo, Andhika Kris Arie Chandra, 1110422021,
2018, 52 Halaman, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
Jember.

Perbankan memiliki peran penting dalam bidang pembiayaan suatu negara.
Penyaluran kredit yang dilakukan bank memiliki peranan yang penting bagi pertumbuhan
perekonomian suatu negara. Kelancaran kegiatan penyaluran kredit dapat memberikan
dampak yang positif bagi pembangunan perekonomian masyarakat. Tujuan dilakukannya
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari dana pihak ketiga (DPK), non
performing loan (NPL), capital adequacy ratio (CAR) terhadap jumlah penyaluran kredit
vang diberikan oleh bank-bank persero di Indonesia. Data yang digunakan sebagai acuan
analisis merupakan data sekunder dari laporan tahunan bank. Jangka waktu penelitian dari
tahun 2008-2012. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis regresi berganda, uji kelayakan model (uji F dan koefisien determinasi), uji hipotesis
(uji t), serta menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas,
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) secara
simultan, dana pihak ketiga (DPK), non performing loan (NPL), capital adequacy ratio
(CAR) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh bank
persero (2) dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran
kredit perbankan (3) non performing loan (NPL) dan capital adequacy ratio (CAR) tidak
berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit perbankan.

Kata kunci: DPK, NPL, CAR, dan Jumlah Kredit yang Disalurkan.



ABSTRACT

Analysis of the Influence of Third Party Funds (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) and
Non Performing Loan (NPL) to Total Distribution of People's Business Credit (KUR) at Bank
Rakyat Indonesia, Tbk Branch Situbondo, Andhika Kris Arie Chandra, 1110422021, 2018, 52
Page, Accounting Department Faculty of Economics, University of Muhammadiyah Jember.

Banking has an important role in financing a country. Credit channeling by banks has an
important role for the economic growth of a country. The smoothness of credit distribution
activities can have a positive impact for the economic development of the community. The
purpose of this research is to know the influence of third party funds (DPK), non performing
loan (NPL), capital adequacy ratio (CAR) to the amount of credit disbursement provided by
state-owned banks in Indonesia. The data used as the reference analysis is secondary data
from the bank's annual report. Duration of study from 2008-2012. Data analysis technique
used in this research is multiple regression analysis, model feasibility test (F test and
coefficient of determination), hypothesis test (t test), and using classical assumption test
which includes normality test, multicolinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation test.
The results of this study indicate that: (1) simultaneously, third party funds (DPK), non-
performing loans (NPLs), capital adequacy ratio (CAR) have a significant effect on the
amount of credit disbursed by state banks (2) DPK) has a significant effect on the amount of
bank lending (3) non performing loan (NPL) and capital adequacy ratio (CAR) has no
significant effect on the amount of bank lending.

Keywords: DPK, NPL, CAR, and Total Loans Distributed.



PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) harus dapat memenuhi segala keperluan
dari masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi
harus lebih memperhatikan asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan pada setiap unsur-
unsur pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta terciptanya stabilitas
ekonomi dan stabilitas nasional.

Kehidupan ekonomi modern tidak dapat lepas begitu saja dari aspek dan tujuan
pemberian kredit sebagai upaya riil untuk mengangkat aspek pertumbuhan modal dan
investasi dunia usaha dikalangan para pengusaha sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis.
Dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami kelesuan seperti saat ini, karena sektor
riil yang tidak bertumbuh, maka sangat dibutuhkan adanya suntikan dana fresh money baik
dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank (selanjutnya disingkat menjadi
LKB) ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (selanjutnya disingkat menjadi LKBB)
kepada para pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang memanfaatkan dana
tersebut sebagai modal kerja untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan
usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah,
mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang
dimiliki perusahaaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan
usahanya. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti
halnya perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan
usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti
yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang- Undang
Perbankan), yaitu:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito
berjangka, Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;

c. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Perbankan dalam memberikan kredit harus benar-benar teliti, sebab dalam hal ini
perbankan memberikan kepercayaan kepada debitor untuk mengembalikan uang yang
diterima bank dari orang-orang yang percaya kepada bank dengan menyimpan uangnya di
bank sehingga pihak bank dalam memberikan kredit harus melakukan pemeriksaan terhadap
calon debitornya. Kredit dari segi ekonomi berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi
yang sama akan dikembalikan kepada kreditor (bank) setelah jangka waktu tertentu sesuai
kesepakatan yang telah disetujui kreditor (bank) dengan debitor. Sebagai keuntungan bagi
pihak kreditor karena telah memberikan nilai ekonomi tersebut maka kreditor (bank)
menerima pembayaran bunga dari debitor.

Keketatan likuiditas yang banyak dialami oleh perbankan nasional telah mendorong
perbankan untuk lebih berhati-hati, sehingga cenderung memilih yang paling aman dengan
menjaga likuiditas yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan dan memilih menaruh dananya
pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ketimbang meminjamkannya kepada bank lain atau
melakukan ekspansi kredit kepada nasabah (Purna, Hamidi, Prima, dalam Soedarto, 2004).

Bank Umum (Commercial Bank) memiliki peranan yang sangat penting dalam
menggerakkan roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95% Dana Pihak Ketiga (DPK)
perbankan nasional yang meliputi Bank Umum (Commercial Bank), Bank Syariah (Sharia
Bank), dan Bank Perkreditan Rakyat (Rural Bank) berada di Bank Umum (Statistik
Perbankan Indonesia). DPK ini yang selanjutnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi melalui penyaluran kredit.

Menurut Dendawijaya (2005) dana - dana yang dihimpun dari masyarakat dapat
mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank dan kegiatan perkreditan
mencapai 70% - 80% dari total aktiva bank. Bila memperhatikan neraca bank akan terlihat
bahwa sisi aktiva didominasi oleh besarnya kredit yang diberikan, dan bila memperhatikan
laporan laba rugi bank akan terlihat bahwa sisi pendapatan didominasi oleh besarnya
pendapatan dari bunga dan provisi kredit. Hal ini dikarenakan aktivitas bank yang terbanyak
akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.

Menurut Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam
penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus
dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara
moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia
masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong
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menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari
pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus dikawal dengan manajemen risiko
yang ketat (InfoBankNews.com, 2007).

Penyaluran kredit memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi,
dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi, distribusi, dan
konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi,
distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian
masyarakat. Melalui fungsi ini bank berperan sebagai Agent of Development (Susilo,
Triandaru, dan Santoso, 2006). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit
mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Goldsmith, Mc Kinon, dan Shaw dalam
Soedarto (2004) menyatakan bahwa dana berlebih (surplus fund) yang disalurkan secara
efisien bagi unit yang mengalami defisit akan meningkatkan kegiatan produksi. Selanjutnya
kegiatan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pada level mikro Gertler dan
Gilchrist dalam Siregar (2006) membuktikan bahwa adanya kendala dalam penyaluran kredit
dapat berdampak pada kehancuran usaha-usaha kecil. Meskipun penyaluran kredit memegang
peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun kredit yang disalurkan oleh
perbankan belum optimal.

Indikator efektivitas perbankan dalam menyalurkan kredit adalah Loan to Deposit
Ratio (LDR). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/23/UPPB tanggal 19 Maret
1998, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit dengan dana yang diterima meliputi giro,
deposito, dan tabungan masyarakat, pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih
dari 3 bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi, deposito dan pinjaman dari bank lain yang
berjangka waktu lebih dari 3 bulan, surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka
waktu lebih dari 3 bulan, modal inti, dan modal pinjaman. Kemudian disesuaikan dengan
Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, rasio LDR dihitung dari
pembagian kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk antarbank) dengan
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito (tidak termasuk
antarbank). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, angka LDR seharusnya berada di sekitar
85% - 110% (Manurung, Rahardja, 2004).

Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : kredit tanpa
jaminan (Unsecured Loan) dan kredit dengan agunan (Secured Loan). Dalam
perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun setahun
terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat

(KUR) tanpa jaminan. Perguliran KUR dimulai dengan adanya keputusan Sidang Kabinet



Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian
Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin Bapak Presiden RI. Salah satu
agenda keputusannya antara lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha Usaha Mikro,
Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses
pelaku UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui peningkatan
kapasitas Perusahaan Penjamin. Kredit Usaha Rakyat diluncurkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 dengan didukung oleh Instruksi
Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk
menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi
UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit
bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp 500 juta. Inpres tersebut
didukung dengan Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan
KUR. Jaminan KUR sebesar 70 persen bisa ditutup oleh pemerintah melalui PT Asuransi
Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan 30 persen
ditutup oleh Bank Pelaksana.

Pada tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini disediakan
hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu: Bank Rakyat
Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank
Tabungan Negara (BTN), dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada
lima sektor usaha, seperti: pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta
perindustrian dan perdagangan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini ditujukan
untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha
yang didirikannya.
Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan tersebut, tentu saja harus
mengikuti berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu,
pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban apa yang akan timbul dari masing-masing
pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa
jaminan ini, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila
tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini.

Jumlah bank pelaksana penyalur KUR sampai dengan Juni 2012 terdiri atas 6 bank
umum konvensional, 2 bank umum syariah, dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). BRI
merupakan salah satu bank umum selain bank umum konvensional seperti BNI, BTN, Bank
Mandiri, Bukopin, Bank Syariah Mandiri yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan
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Menurut Retnadi (2006) kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan dipengaruhi
oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal
bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan
penetapan tingkat suku bunga. Dan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi
ekonomi, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Sementara menurut Sinungan (2000) kebijakan
perkreditan harus memperhatikan beberapa faktor seperti: keadaan keuangan bank saat ini,
pengalaman bank, dan keadaan perekonomian. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat
(Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank
(Dendawijaya, 2005). Kegiatan bank setelah menghimpun dana dari masyarakat luas adalah
menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam
bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir, 2008).

Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan
keuntungan (Dendawijaya, 2005). Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio
permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan
pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan
operasi bank (Ali, 2004). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya
finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi
potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Non Performing Loan (NPL)
merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover
risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin
tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank
(Ali, 2004). Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih
besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat
mempengaruhi besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya
perbankan dalam menyalurkan kredit.

Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank terbesar milik pemerintah, yang
didirikan sejak tahun 1895. Likuiditas BRI terpelihara dengan baik, sehingga bank tersebut
dinyatakan sebagai bank yang sehat karena mampu memenuhi permintaan atau penarikan
para deposannya dengan segera. Di usianya yang ke- 117 ini BRI semakin mengepakkan
sayapnya untuk selalu memperbanyak jenis produk yang ditawarkan agar mampu bersaing
dengan bank-bank lainnya. Jargon “Melayani Dengan Setulus Hati” menjadikan BRI semakin
dekat dengan masyarakat, baik kalangan atas, menengah, maupun ke bawah. Jaringan kantor
yang luas sampai ke pelosok-pelosok unit kecamatan membuat BRI sangat dekat dengan
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Pada tahun 2011 BRI menambah 687 Teras, sehingga sampai dengan akhir tahun
2011 jumlah Teras BRI mencapai 1.304. Selain itu BRI juga menambah kantor BRI unit
sebanyak 200, sehingga total jumlah BRI unit mencapai 4.894 buah. Ada 2 jenis produk
pinjaman untuk kredit mikro BRI, yaitu Kupedes dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI rentang plafon pinjamannya sampai dengan
maksimal Rp 20.000.000,00. Jumlah peminjam KUR Mikro BRI setiap tahunnya terus
mengalami peningkatan.

Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel-variabel independen yang meliputi
Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL)
sebagai faktor internal, terhadap variabel dependen kredit perbankan. Penelitian dilakukan
pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Situbondo periode tahun 2008 - 2012. Bank
Rakyat Indonesia, Tbk dijadikan sebagai obyek penelitian dikarenakan Bank Rakyat
Indonesia, Tbk merupakan salah satu bank yang memiliki debitur terbanyak dalam
menyalurkan KUR.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
serta membahas masalah tersebut melalui penulisan skripsi dengan judul penelitian: “Analisis
Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non
Performing Loan (NPL) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
pada Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Situbondo”.



METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Penelitian ini menggunakan variabel independendan dependen. Variabel independen
dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan Dana Pihak Ketiga (DPK),
Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL). Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah jumlah penyaluran KUR. Adapun definisi operasional dan pengukuran
masing-masing variabel adalah sebagai berikut:
1. Variabel Independen
Variabel independen dalam penelitian ini adalah:
a. Dana Pihak Ketiga (DPK)
Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana bank yang dihimpun dari
masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito
(Abdullah, 2005:33). Pengukuran dana pihak ketiga juga berkaitan dengan bentuk
simpanan dana pihak ketiga tersebut. Dana pihak ketiga dalam penelitian ini
dinyatakan dalam Rupiah. Pengukuran DPK dapat dihitung dengan rumus sebagai
berikut:
Dana Pihak Ketiga = giro + tabungan + deposito
b. Capital Adequacy Ratio (CR)
Rasio Kecukupan Modal (capital adequacy ratio/CAR) digunakan untuk mengukur
kecukupan modal bank dalam menyanggah resiko dari aktiva bank (Dendawijaya,
2005:121). Perhitungan rasio kecukupan modal dilakukan dengan membandingkan
jumlah modal yang dimiliki (modal inti dan modal pelengkap) bank dengan aktiva
tertimbang menurut resiko. Pengukuran CAR dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut :

al
X 100%

CAR =l

c. Non Performing Loan (NPL)
NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (kriteria kurang lancar,
diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank (Siamat 2005:358).
Pengukuran NPL dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Kredit Bermasalall

NPL X 100%

~ Kredit yang Disalurkan

2. Variabel Dependen



Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penyaluran kredit.
Dalam hal ini jumlah penyaluran kredit yang dimkasud adalah besarnya jumlah Kredit

Usaha Rakyat yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau
diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 1999: 147). Data sekunder
yang digunakan berupa laporan keuangan Bank Rakyat Indoensia, Tbk Cabang Situbondo
pada tahun 2008-2012.

3.3 Metode Analisis Data
3.3.1 Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data
penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro
dan Supomo, 1999:170). Tabulasi menyajikan ringkasan pengaturan atau penyusunan data
dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Teknik penggunaannya adalah untuk mengetahui
gambaran umum mengenai data penelitian dan hubungan yang ada antara variabel-variabel
yang digunakan dalam penelitian. Gambaran umum karakteristik variabel penelitian ini akan
dilihat melalui mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi.
3.3.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model
regresi yang digunakan dalam penelitian. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan
bahwa dalam model regresi yang digunakan terdistribusi normal dan tidak terdapat
heteroskedastisitas dan multikolonieritas.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel independen
dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik
adalah model regresi yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Ada dua
cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan
analisis grafik dan analisis statistik. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
analisis statistik. Uji normalitas dengan analisis statistik dilakukan dengan melihat nilai
kurtosis dan skewness dari residual. Apabila nilai Z hitung > Z tabel maka distribusi

tidak normal.



Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011: 105). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2011: 105). Uji
multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai variance
inflation factor atau VIF. Jika VIF lebih kecil dari 0,10 atau lebih besar dari 10, maka
terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika nilai VIF berada pada kisaran 0,10 sampai 10
maka tidak terjadi multikolinieritas. Selain itu, multikolinieritas terjadi bila angka
tolerance menjauhi 1. Bila ada variabel independen yang terkena multikolinieritas, maka
penanggulangannya adalah salah satu variabel tersebut dikeluarkan.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
(Ghozali, 2011: 139) . Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedaktisitas
(Ghozali, 2011: 139). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi
heterokedastisitas. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan dengan
menggunakan uji glejser. Uji glejser dapat dilakukan denganmeregresi nilai absolut
residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara
statistik ~ mempengaruhi  variabel dependen maka ada  indikasi terjadi
heteroskedastisitas(Ghozali, 2011: 143).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi
antara kesalahan pengganggu (error term) pada suatu periode dengan kesalahan pada
periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan Uji
Durbin Watson. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dalam regresi digunakan Durbin

Watson dan Statistic Test dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol Keputusan Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision dl<d<du
Tidak ada korelasi negatif Tolak 4-dl<d<4

Tidak ada korelasi positif No decision 4-du <d <4 —dl




Tidak ada autokorelasi (positif atau  Tidak ditolak du<d<4 —du
negatif)

Sumber : Ghozali (2011: 111)

3.3.3 Metode Pengujian Hipotesis

a.

Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
berganda. Analisis regresi berganda adalah teknik analisis statistik melalui koefisien
parameter untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen. Model Regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y =a+ B, DPK + B, CAR + s NPL + e

Keterangan:
Y = Nilai Perusahaan
o = Konstanta

B1 — Bz = Koefisien regresi
DPK = Variabel ROA
CAR = Variabel CR

NPL = Variabel CSR
e = Error
Uji Parsial (Uji T)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing

variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Formulasi pengambilan keputusan sebagai berikut:

Ho : b; = 0 berarti variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh
signifikan terhadap variabel dependen.

Ho:bi# 0 berarti variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan
terhadap variabel dependen.

Pada uji statistik t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, dilakukan

dengan cara sebagai berikut:



1) Bila thjung™ tubel atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka Ha
diterima dan Ho ditolak, variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap
variabel dependen.

2) Bila thiwng< tubel atau probabilitas >tingkat signifikansi (Sig > 0,05), maka Ha ditolak
dan Ho diterima, variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen.



HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
4.1.1 Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Bangsa Indonesia mengenal lembaga perbankan pertama kali yang diselenggarakan
oleh kalangan pribumi pada abad 19. Putra pribumi yang melaksanakan kegiatan perbankan
adalah Patih Banyumas Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Rintisan lembaga perbankan dimulai
tahun 1895, yaitu dengan mendirikan De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank Inlandsche
Hoofden.

Kegiatan lembaga ini awalnya sebagai penampung masukan angsuran dari para
peminjam kas masjid. Setelah modal usaha tersebut semakin bertambah dan terkumpul
dengan bantuan Asisten Residen Banyumas E. Sieburgh, maka pada tanggal 16 Desember
1895 De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank Inlandsche Hoofden mulai beroperasi yang
kemudian dijadikan tanggal berdirinya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada tahun 1896 Asisten Residen Purwokerto diganti oleh W.P.D. De Wolf Van
Westerrode bersama A.L Schiff mendirikan De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw
DPK edietbank sebagai kelanjutan dari De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank
Inlandsche Hoofden.

Pada tahun 1912 dengan Staatsblad (lembaran negara jaman hindia Belanda) nomor
393 tahun 1912 pemerintah Hindia Belanda mendirikan suatu lembaga berbadan hukum
dengan nama Centrale Cash yang berfungsi sebagai bank sentral bagi Volksbanken pada
umumnya termasuk bank desa. Sebagai akibat krisis Internasional atau resesi ekonomi dunia
pada tahun 1929 hampir semua Volksbanken kesulitan sehingga tugas dan kewajiban

diambil alih oleh Centrale Cash.

Pada tahun 1934 Algemene VolksDPKediet Bank (AVB) didirikan dan berstatus badan
hukum Eropa. Modal pertama berasal dari hasil likuidasi Centrale Asia ditambah modal
sendiri. AVB sebagai lanjutan Centrale Asia merupakan integrasi dari Volksbanken. Jaman
kependudukan Jepang berdasarkan UU No.39 tanggal 03 Oktober 1942 AVB di pulau Jawa
diganti namanya menjadi Syimon Ginko (Bank Rakyat). Berdasarkan PP No. 1 tanggal 22
Februari 1946 tentang aturan Bank Rakyat Indonesia ditetapkan berdirinya BRI yang
merupakan Bank Pemerintah dahulu berturut-turut bernama Algemene VolksDPKedietbank
(AVB) dan Syimon Ginko.



Pihak Nederlanhsche Indie Civil Administration di Jakarta mendirikan kembali kantor
besar Algemene VolksDPKedietbank dan setelah Ibukot Republik Indonesia Yogyakarta
diduduki Belanda, Kantor Besar BRI dihapuskan. Saat tercapai persetujuan CAR Royen,
Kantor Besar BRI dihidupkan kembali kepada Negara Republik Indonesia 1945.

Perkembangan sejarah Republik Indonesia selanjutnya mempengaruhi sejarah BRI.
Dengan surat keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia serikat tanggal 16 Maret
1950. Direksi BRI Negara Bagian Republik Indonesia 1945 dipindahkan dari Yogyakarta ke
Jakarta untuk dijadikan Direksi BARRIS (Bank Rakyat Indonesia Serikat).

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat dengan Undang-
undang Sementara Republik Indonesia dijadikan Negara dan Algemene VolksDPKedietbank
dibubarkan pada tangal 29 Agustus 1951 dengan Undang-undang No.12 Tahun 1915 tentang
pendirian Algemene VolksDPKedietbank. Dengan demikian maka terhitung sejak tanggal
tersebut BRI menjadi ahli waris satu-satunya dari Algemene VolksDPKedietbank di seluruh

Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 41 Tahun 1960 tanggal
26 Oktober 1960 Lembaran Negara No. 129/1960, dibentuklah Koperasi Tani dan Nelayan
(BKTN) yang didalamnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan :

1. Bank Rakyat Indonesia dengan Perpu No. 42 tahun 1960, tanggal 26 Oktober 1960.

2. PT. Bank Tani dengan Perpu No. 43 tahun 1960, tanggal 26 Oktober 1960.

3. Nederland Handel Maatschaij (NHM) setelah dinasionalisasi dengan Peraturan
Pemerintah No. 2661206/BUM I, tanggal 30 Nopember 1960 diserahkan kepada Bank
Koperasi Tani Nelayan (BKTN).

Belum sampai integrasi ketiga Bank Pemerintah ini dapat terlaksana, Bank-bank Umum
Negara serta Bank Tabungan Pos, berdasarkan Penpres No. 8/1965 tanggal 4 Juni 1965
dijadikan satu dengan Bank Indonesia. BKTN ikut diintegrasikan dalam Bank Indonesia
dengan nama Bank Indonesia Koperasi Tani dan Nelayan berdasarkan Penpres No. 42/1965
dan No. 47/1965, akan tetapi Penpres tersebut baru berjalan satu bulan dikeluarkan lagi
Penpres No.7/1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia
(BNI), dimana Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (ex BTN) diintegrasikan
dengan nama BRI Unit II bidang Rural, sedangkan Nederlandche Handle-MLJ (NHM)
bekerja dengan nama BNI Unit II dengan bidang Ekspor impor.



Pada akhir tahun 1968 berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang
Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Bank Sentral bidang rural atau ekspor

impor dipisahkan menjadi bank-bank milik Negara dengan nama :

1. Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan
perlengkapan BNI Unit II bidang rural dengan Undang-undang No. 21 tahun 1968.

2. Bank Ekspor Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan
dan perlengkapan BNI Unit II bidang ekspor impor dengan Undang-undang No. 22 tahun
1968.

Selanjutnya Undang-undang No. 21 tahun 1968 dicabut dan kemudian dikeluarkan
Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum BRI menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero). Isi dari Undang-undang tersebut adalah segala hak dan
kewajiban kekayaan serta pegawai BRI beralih kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
dengan akta pendirian dihadapan notaris Muhami Salim SH di Jakarta pada tanggal 31 Juli
1992 No. 133 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. C2-6584.nt.01.01 tanggal 12 Agustus 1992, dan diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992 dengan tambahan Berita
Negara Republik Indonesia No. 34 tahun 1997.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan
Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. PT. Bank
Rakyat Indonesia merupakan Bank Pemerintah yang mempunyai kredibilitas yang baik di
mata masyarakat yang berada diseluruh tanah air Indonesia baik itu di pusat yaitu Jakarta

hingga pedesaan yang diberi nama BRI Unit.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada
masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas
kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan
penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp.
8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September
sebesar Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat
ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri
dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor



Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New
York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas
Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT,3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Adapun visi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Adalah menjadi Bank
komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Dalam mewujudkan

visinya maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melakukan beberapa misi antara lain

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada
usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

2. Memberikan pelayanan prima kepada semua nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar
luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan
praktek Good Corporate Governance.

3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.

4.2 Analisis Data
4.2.1 Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penyaluran kredit
sebagai variabel independen dan Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR),
dan Non Performing Loan (NPL) sebagai variabel dependen. Dalam hal ini variabel
independen yang digunakan dinyatakan dalam bentuk perubahan relatif. Adapun periode
penelitian ini adalah antara tahun 2008 sampai dengan 2012. Berikut ini disajikan statistik

deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Dev
Y (Milyar Rp) 4,578 48,407 22,544 85,663
DPK (Milyar Rp) 11,589 92,055 36,266 18,297476

CAR (%) 8,06 26,10 15,20 4,95



NPL (%) 0,81 9,34 3,43 2,02

Sumber: Lampiran 2

Tabel 4.1 menginformasikan bahwa variabel jumlah penyaluran kredit selama
periode penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 4,578 Milyar yang merupakan jumlah
penyaluran kredit pada BRI Unit Panarukan tahun 2011, sedangkan nilai maksimumnya
sebesar Rp. 48,407 Milyar yang merupakan jumlah penyaluran kredit pada BRI Unit
Panarukan tahun 2008. Secara rata-rata jumlah penyaluran kredit adalah sebesar Rp. 22,544
Milyar.

Tabel 4.1 menginformasikan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) selama
periode penelitian memiliki nilai minimum sebesar Rp. 11,595 Milyar yang merupakan Dana
Pihak Ketiga (DPK) pada BRI Unit Mlandingan tahun 2011, sedangkan nilai maksimumnya
sebesar Rp. 92,055 Milyar yang merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada BRI Unit
Mlandingan tahun 2010. Secara rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar Rp.
36,266 Milyar.

Tabel 4.1 menginformasikan bahwa variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) yang
dinyatakan dalam perubahan relatif selama periode penelitian memiliki nilai minimum
sebesar 8,06% yang merupakan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada BRI Unit Besuki 1
tahun 2009, sedangkan nilai maksimumnya sebesar 26,10% yang merupakan Capital
Adequacy Ratio (CAR) pada BRI Unit Suboh tahun 2008. Secara rata-rata Capital Adequacy
Ratio (CAR) adalah sebesar 15,2% yang menunjukkan bahwa secara umum BRI Unit di
Situbondo memiliki nilai CAR di atas batas minimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia

sebesar 8%.

Tabel 4.1 menginformasikan bahwa variabel Non Performing Loan (NPL) selama
periode penelitian memiliki nilai minimum sebesar 0,81% yang merupakan Non Performing
Loan (NPL) pada BRI Unit Jangkar tahun 2009, sedangkan nilai maksimumnya sebesar
9,34% yang merupakan Non Performing Loan (NPL) pada BRI Unit Mlandingan tahun 2010.
Secara rata-rata Non Performing Loan (NPL) adalah sebesar 3,43%.

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi suatu data dalam model
regresi mengikuti atau mendekati disribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan

dengan menggunakan analisis grafik Normal P-Plot.

Secara ringkas hasil uji normalitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KREDIT

Expected Cum Prob

0.0-— T T T
0.0 02 04 0& 0g8 1.0

Observed Cum Prob

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
Sumber: Lampiran 3

Dari grafik hasil uji normalitas terhadap model regresi yang dapat dilihat pada

lampiran 3, terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya



mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi layak dipakai karena telah memenuhi

asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas
Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas. Hasil pengujian multikolinieritas dapat

dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Hasil Nilai VIF untuk Uji Multikolinieritas

Variabel Bebas  Tolerance VIF Keterangan
CAR 0 759 1 3 1 8 multikolinieritas
NPL 0,708 1,413 VIF <10

Sumber: Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa masing-masing variabel bebas
memiliki nilai VIF di bawah 10 atau nilai folerance lebih dari 0,10, sehingga dapat
dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar masing-masing variabel bebas yang

digunakan dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prosedur dilakukan
adalah mendeteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatter plot pada lampiran
3, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah residual (Y prediksi
— Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai
berikut:

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (points) yang ada membentuk suatu pola tertentu
yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi

heteroskedastisitas.



b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Scatterplot

Dependent Variable: KREDIT

Regression Studentized Residual

Regression Standardized Predicted Value

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Lampiran 6

Hasil analisis dari grafik scatterplots pada gambar 4.2 terlihat titik-titik menyebar
secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas
maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada

model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Autokolerasi didefinisikan sebagai korelasi antar anggota serangkaian observasi yang
diurutkan menurut waktu. Untuk menguji adanya autokorelasi dapat dideteksi dengan
Durbin-Watson fest. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai
Durbin-Watson test dengan tabel uji Durbin-Watson. Adapun nilai Durbin-Watson tabel

untuk n = 70 pada level of significant 5% didapatkan nilai d; sebesar 1,525 dan nilai d,,
sebesar 1,703.

Dari hasil uji Durbin-Watson (d) yang dilakukan didapatkan nilai sebesar 1,971.

Berdasarkan uji autokorelasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa model empiris yang



dibangun telah memenuhi asumsi berdasarkan kriteria, yaitu Ho akan diterima jika d;, <d <
4 - d, atau 1,703 < 1,971 < 2,297. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

autokorelasi antar variabel independen.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linear berganda berguna untuk mengetahui tingkat pengaruh
variabel independen yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio
(CAR), dan Non Performing Loan (NPL) terhadap variabel dependen (jumlah penyaluran
kredit). Berdasarkan pengujian diperoleh hasil yang dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.3 Ringkasan Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Keterangan Koef. Regresi thitung Sig.
Konstanta -7234328 -0,989 0,326
DPK 0,176 2,I'+ 0,033
CAR 712819,5 2,245 0,028
NPL -49158.,9 -1,961 0,045

R = 0,578
Adjusted R Square = 0,304
Fhitung = 3,657
Fsig = 0,017
N = 70

Sumber: Lampiran 4

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bagaimana pengaruh variabel-variabel Dana
Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Loan (NPL)
terhadap jumlah penyaluran kredit, apakah varibel-variabel tersebut mempunyai pengaruh
positif atau negatif. Jika positif menunjukkan bahwa jumlah penyaluran kredit akan berubah
searah dengan perubahan variabel bebasnya, sedangkan bila berpengaruh negatif maka
perubahan jumlah penyaluran kredit ke arah yang berlawanan dengan perubahan variabel

bebasnya.



Berdasarkan hasil analisis didapat persamaan regresi sebagai berikut:

Y =-7234328 + 0,176 X; + 712819,5 X, —49158,9 X5 + 0,158 X4 + ¢

Adapun interpretasi atas persamaan regresi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

1.

Konstanta sebesar -7234328, menunjukkan besanya jumlah penyaluran kredit pada saat
variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing
Loan (NPL) sama dengan nol akan mengalami penurunan sebesar Rp. 7.234.328.000,00.
b; = 0,176, artinya apabila variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing
Loan (NPL) sama dengan nol atau dianggap tetap, maka peningkatan variabel Dana
Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 1 Milyar akan menyebabkan peningkatan jumlah
penyaluran kredit sebesar Rp. 1,16 Milyar.

b, = 712819,5, artinya apabila variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Non Performing
Loan (NPL) sama dengan nol atau dianggap tetap, maka peningkatan variabel Capital
Adequacy Ratio (CAR) sebesar 1,00% akan menyebabkan peningkatan jumlah
penyaluran kredit sebesar 712.819.500,00.

b; = - 49158,9, artinya apabila variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Capital Adequacy
Ratio (CAR) sama dengan nol atau dianggap tetap, maka peningkatan variabel Non
Performing Loan (NPL) sebesar 1,00% akan menyebabkan penurunan jumlah

penyaluran kredit sebesar Rp 49.158.900,00.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat baik secara parsial maupun simultan

1.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel bebas

secara individu (parsial) terhadap variabel terikat. Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh hasil

sebagai berikut:

a. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai t piwng sebesar 2,177 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,033. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (0,033 <
0,05), maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh yang signifikan dari Dana Pihak
Ketiga (DPK) terhadap jumlah penyaluran kredit. Sehingga, hipotesis yang DPK



berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran kredit terbukti kebenarannya

atau H; diterima.

b. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai t piwung sebesar 2,245 dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,028. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05

(0,028 < 0,05), maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari

Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap jumlah penyaluran kredit. Sehingga,

hipotesis yang CAR berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran kredit

terbukti kebenarannya atau H, diterima.
c. Variabel Non Performing Loan (NPL) memiliki nilai t piwne sebesar -1,961 dengan

tingkat signifikansi sebesar 0,045. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05

(0,045 < 0,05), maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari

Non Performing Loan (NPL) terhadap jumlah penyaluran kredit. Sehingga, hipotesis

yang NPL berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran kredit terbukti

kebenarannya atau H; diterima.
2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara bersama-sama
(simultan) terhadap variabel independen. Dari hasil uji F pada Tabel 4.3, menunjukkan
bahwa nilai F piwne sebesar 3,657 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,017. Karena nilai
signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (0,017 < 0,05), hal ini berarti terdapat pengaruh yang
signifikan secara simultan dari variabel dependen terhadap variabel independen. Sehingga,
dapat dinyatakan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio
(CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Debt to Equity (DER) berpengaruh terhadap

jumlah penyaluran kredit.

3. Koefisien Determinasi Berganda (R?)

Koefisien determinasi (R?) digunakan untuk mengukur besarnya proporsi atau
persentase dari jumlah variasi dari variabel terikat, atau untuk mengukur sumbangan dari
variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi dari 0 sampai dengan
1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, maka
semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, semakin
mendekati 1, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Algifari,

2003).

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diperoleh nilai Adjusted R’ sebesar 0,304 (30,4%). Hal

ini berarti 30,4% variasi dari jumlah penyaluran kredit bisa dijelaskan oleh ketiga variabel



independen (Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing Loan),

sedangkan sisanya 69,6% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain di luar penelitian.

4.3 Pembahasan
4.3.1 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit

Hasil uji t menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai t hitung
sebesar 2,177 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,033 < 0,05). Berdasarkan
Persamaan (1), nilai konstanta menunjukkan angka sebesar 7234328 yang bernilai negatif.
Nilai -7234328 dapat diartikan bahwa jumlah kredit bernilai -7234328 satuan jika nilai
keempat variabel independen yaitu DPK, NPL dan CAR adalah tetap atau nol. Variabel DPK
memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0.176. Nilai koefisien yang
positif menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap kredit. Jika terjadi kenaikan
nilai DPK sebanyak 1% maka akan menyebabkan peningkatan jumlah nilai kredit sebesar
0.176 rupiah, dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan. Hasil tersebut
menerima hipotesis pertama (H;) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif

terhadap jumlah penyaluran kredit pada BRI Situbondo.

Hasil tersebut mendukung hasil penelitian yang lain yang telah dilakukan oleh
Pratama (2010), Mukhlis (2011), Saryadi (2012), Yuwono (2012), Firmansyah (2013), dan
Suryawati (2014) yaitu Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penyaluran kredit. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi DPK yang berhasil dihimpun oleh
PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk maka akan mampu meningkatkan jumlah kredit yang akan
disalurkan begitu juga sebaliknya semakin rendah DPK maka akan menyebabkan penurunan

jumlah kredit yang akan disalurkan.

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan
perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Bank dapat
memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan
pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Hampir semua bank
mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kredit oleh karena itu
pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan

keuntungan (Dendawijaya,2003).



Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan
sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank. Simpanan nasabah ini biasanya
memiliki bagian terbesar dari total kewajiban bank. Dana Pihak Ketiga merupakan
sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank bisa mencapai 80% - 90%
dari seluruh dana yang dikelola oleh bank (Dendawijaya,2003). Pencarian dana dari
sumber ini relatif mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan merupakan

sumber dana yang paling dominan.

Menurut Dahlan Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam
penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus
dengan unit defisit dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara
moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dana-
dana yang dihimpun dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) merupakan sumber dana terbesar
yang paling diandalkan oleh bank (Dendawijaya, 2005). Kegiatan bank setelah menghimpun
dana dari masyarakat luas adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat
yang membutuhkannya, dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit (Kasmir,
2008). Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan

keuntungan (Dendawijaya, 2005).

4.3.2 Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit
Hasil uji t menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai t hitung
sebesar 17,526 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,028 < 0,05). Variabel CAR
memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 712819,5. Nilai koefisien
yang positif menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kredit. Jika terjadi
kenaikan nilai CAR sebanyak 1% maka akan menyebabkan peningkatan jumlah nilai kredit
sebesar 712819,5 rupiah dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan
Hasil tersebut menerima hipotesis kedua (H,) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh

positif terhadap jumlah penyaluran kredit pada BRI Situbondo.

Modal merupakan suatu faktor penting agar suatu perusahaan dapat beroperasi
termasuk juga bagi bank, dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat juga memerlukan
modal. Modal bank dapat juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko,
diantaranya risiko yang timbul dari kredit itu sendiri. Menurut Dendawijaya (2003),
Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh



aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank
lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari
sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan sebagainya.
Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan
bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko
kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004). Semakin tinggi nilai
CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam
menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di
dalamnya risiko kredit. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan
kredit lebih banyak, sehingga penyaluran kredit dapat meningkat. Semakin tinggi CAR maka
semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan
pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran

kredit.

CAR vyang tinggi mencerminkan stabilnya jumlah modal dan rendahnya risiko yang
dimiliki oleh bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan
kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas, sehingga memungkinkan bank untuk bisa

lebih banyak menyalurkan kreditnya.

Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan meningkatkan kepercayaan
diri perbankan dalam menyalurkan kredit. Dengan CAR diatas 20%, perbankan bisa memacu
pertumbuhan kredit hingga 20% - 25% setahun (Wibowo dalam Soedarto, 2004). Kiat yang
banyak ditempuh oleh bank untuk memperkuat CAR dalam rangka menggenjot ekspansi
kredit pada tahun berikutnya adalah dengan penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) dan
right issue (Investor Daily, 2009).

4.3.3 Pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhdap Jumlah Penyaluran Kredit

Hasil uji t menunjukkan bahwa Non Performing Loan (NPL) memiliki nilai t pitung
sebesar -1,961 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,045 < 0,05). Variabel NPL
memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu sebesar 49158,9. Nilai koefisien
yang negatif menunjukkan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap kredit. Jika terjadi
kenaikan nilai NPL sebanyak 1% maka akan menyebabkan penurunan jumlah nilai kredit

sebesar 49158,9 rupiah, dengan asumsi variabel. Hasil tersebut menerima hipotesis ketiga



(H3) yang menyatakan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran
kredit pada BRI Situbondo.

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur
kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur
(Darmawan dalam Soedarto , 2004). NPL mencerminkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat
NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004).
Akibat tingginya NPL perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar sehingga
pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi
besarnya ekspansi kredit. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan
dalam menyalurkan kredit.

Kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dari pihak
perbankan dan faktor dari pihak nasabah (Dendawijaya, 2003). Kredit bermasalah dapat
diukur dari kolektabilitasnya yang merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan
kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh
Bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk
menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar,
sehingga mengurangi jumlah kredit yang diberikan oleh suatu bank. Bank juga harus
berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar tidak terjadi NPL yang tinggi. Salah satu cara
yang dilakukan bank untuk mengurangi resiko kredit ialah mengalokasikan dananya pada
instrumen lain seperti penempatan dana pada Bank Indonesia yang tentu saja memiliki

tingkat risiko yang rendah.



KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Dana
Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing Loan terhadap jumlah
penyaluran kredit pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Situbondo.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dan hasil pengujian

terhadap hipotesis yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran kredit (H;
diterima). Variabel DPK memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu
sebesar 0.176. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif
terhadap kredit

b. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap jumlah penyaluran kredit
(H, diterima). Variabel CAR memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu
sebesar 712819,5. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa CAR berpengaruh
positif terhadap kredit.

c. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran kredit (Hs
diterima). Variabel NPL memiliki nilai koefisien regresi yang bernilai negatif yaitu
sebesar 49158,9. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa NPL berpengaruh
negatif terhadap kredit.

Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio

(CAR) secara bersama-sama mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan secara signifikan

sebesar 30.4 %, selebihnya 69.6 % dipengaruhi faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian

ini di antaranya BOPO, NIM dan ROA.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan untuk memperbaiki beberapa keterbatasan dalam

penelitian ini adalah:

a. Hasil peneliatian mebuktikan bahwa variabel DPK, CAR, dan NPL berpengaruh terhadap
jumlah penyaluran kredit. Oleh karena itu pihak perusahaan dalam hal ini BRI Cabang



Situbondo selalu memperhatikan ketiga variabel tersebut, sehingga penyaluran kredit
dapat optimal dengan tetap menjaga tingkat kesehatan bank itu sendiri.

b. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah periode penelitian sehingga
dapat digunakan untuk analisis jangka panjang.

c. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih menarik apabila dipertimbangkan variabel yang
bersifat kualitatif seperti stabilitas politik, suksesi kepemimpinan nasional dan
sebagainya, disamping variabel kuantitatif agar lebih mencerminkan keadaan yang
sebenarnya, mengingat secara empiris jumlah penyaluran kredit dipengaruhi oleh
berbagai macam variabel.

Bagi pihak Bank Rakyat Indonesia diharapkan lebih mengoptimalkan DPK dalam
mendukung jumlah penyaluran kredit karena adanya hubungan positif dan signifikan. Upaya
yang dapat dilakukan manajemen bank melalui peningkatan kepercayaan kepada masyarakat,
karena dengan kepercayaan ini masyarakat akan menyimpan dananya di bank. Kemudian
dengan memperbaiki kualitas pemberian kredit atau pinjaman kepada masyarakat melalui
penilaian nasabah kredit yang lebih selektif dan ketat untuk menekan NPL, sehingga dapat
mengurangi atau terhindar dari kredit bermasalah. Bank diharapkan juga mampu menjaga
keseimbangan rasio keuangan CAR, NPL, LDR agar tetap terjaga sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan
variabel pengujian yang lebih banyak seperti BOPO dan NIM, sehingga dapat memberikan
hasil penelitian yang lebih akurat lagi.



